Menimbang

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR %7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
ditetapkan dengan Perkada;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2024.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
28);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 60);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014
Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-
2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tegal;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom,;

Bupati adalah Bupati Tegal;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tegal;

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah;

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen  perencanaan
pembangunan daerah untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal
yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak 2019 sampai dengan tahun 2024;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan
tahun 2024;



10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

12, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan pengguanaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur;

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan Daerah;

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output} dalam
bentuk barang/jasa;

15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program; dan

17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan

tujuan program dan kebijakan.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

(1)

(2)

(1)

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
Tahun 2019-2024 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang
terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5
Renstra Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
sebagai berikut:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Kesehatan;
RSUD dr. Soeselo;
RSUD Suradadi;
Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan
Pertanahan;
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
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h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

o)

Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

—
H

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;



(2)
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Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;,
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah;,
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Kecamatan Adiwerna;

Kecamatan Balapulang;

Kecamatan Bojong;

Kecamatan Bumijawa;

Kecamatan Dukuhturi;

Kecamatan Dukuhwaru;

Kecamatan Jatinegara;

Kecamatan Kedungbanteng;

Kecamatan Kramat;

Kecamatan Lebaksiu;

Kecamatan Margasari;

Kecamatan Pagerbarang;

Kecamatan Pangkah;

Kecamatan Slawi;

. Kecamatan Suradadi;

Kecamatan Tarub;

Kecamatan Talang;

Kecamatan Warureja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir pembangunan jangka menengah dan perubahan pagu indikatif
Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja

Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan
RPJMD.

(2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah maka
Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap
mempedomani Program, indikator program dan pendanaan indikatif
dalam RPJMD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Agustus 209

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS D KABUPATEN TEGAL,

1

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 57



